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ABSTRAK  - Peraturan Presiden ini disusun dalam rangka untuk  melaksanakan  

ketentuan Pasal  78 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2022 tentang 
Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); 
UU No. 12 Tahun 2022. 
 

  - Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai Pemerintah Daerah 
provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Pelayanan Terpadu 
melalui satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib 
membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan 
kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peraturan 
gubernur atau bupati/wali kota setelah mendapatkan pertimbangan 
teknis dari Menteri dan dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 
 
UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan 
urLlsan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota dengan tugas: 
a. menerima laporan atau penjangkauan Korban; 
b. memberikan informasi tentang hak Korban; 
c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; 
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; 
e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, 
pemberdayaarl sosial, dan reintegrasi sosial; 
f. menyediakan layanan hukum; 
g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; 
h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban 
dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; 
i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; 
j. mengoordinasikan dan bekerja stuna atas pemenuhan hak Korban 
dengan lembaga lainnya; dan 
k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum 
selama proses acara peradilan. 
 

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 
2024 

  - Lamp. : - 
 


